MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR KM 264 TAHUN 2021
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA POLITEKNIK

PELAYARAN BAROMBONG

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna
mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai
pihak yang terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik
wajib menetapkan standar pelayanan publik;

bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian
ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan
sebagaimana dimaksud huruf a perlu disusun
standar pelayanan pada Politeknik Pelayaran
Barombong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Menteri  Perhubungan
tentang standar pelayanan pada Politeknik Pelayaran

Barombong.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



’ Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang
Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5310);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5884);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Presiden Nomeor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019
tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/
2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan
Umurm (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1046);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 159/KMK.05/
2020 tentang Penetapan Akademi Penerbang
Indonesia Banyuwangi dan Politeknik Pelayaran
Barorﬁbong Pada Kementerian Perhubungan Sebagai
Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan dan Badan Layanan Umum;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19
Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan di
Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 324);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);




Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29
Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja
Politeknik Pelayaran Barombong; (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 515);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA POLITEKNIK PELAYARAN
BAROMBONG.

Menetapkan Standar Pelayanan Politeknik Pelayaran
Barombong sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Menteri ini.

Standar Pelayanan ini wajib dilaksanakan oleh Politeknik
Pelayaran Barombong sebagai pedoman penyelenggaraan
pelayanan dan penilaian kinerja dalam rangka perbaikan

penyelenggaraan pelayanan publik.

Politeknik Pelayaran Barombong sebelum menerapkan
Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum
PERTAMA wajib menyusun dan menetapkan Maklumat
Pelayanan sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Menteri ini.




KEEMPAT . Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2021
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Menteri Keuangan,;

Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;

Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;

Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
Direktur Politeknik Pelayaran Barombong.
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Salinan sesuai dengan aslinya

KEPﬁLA B_JRO HUKUM,
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HARY KRISWANTO
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